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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung Tahun 2017 ini dapat diselesaikan dengan baik. Setiap Instansi
Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib
menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Demikian pula halnya
dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di wajibkan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan
melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud transparansi
dan akuntabilitas kepada stakeholders. Hal tersebut juga sejalan dengan penerapan

manajemen berbasis kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo
Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004

mengenai penyusunan dokumen penetapan Kinerja.

Paparan LKjIP ini merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi
kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2017 dengan
Penetapan Kinerja Tahun 2017. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa rata-rata
capaian kinerja telah memuaskan. Selanjutnya kami mengharapkan kiranya LKjlP
Tahun 2017 ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh
Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dan dapat menunjukkan arah
yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan pemberi mandat dan

stakeholders.
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Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini
masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran
maupun kritik yang sifatnya membangun dari pihak lain dalam rangka
penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kedepan.
Perubahan untuk mencapai kesempurnaan merupakan pekerjaan rumah yang
harus kami lakukan, sehingga kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun
dan menyajikan LKjlP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik (good goverment). Diharapkan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat membantu peningkatan kinerja pada

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Semoga LKjIP Tahun 2017 ini selain sebagai media pertanggungjawaban
atas amanah yang diemban oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta
memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan

datang.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai
dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Tahun 2015 - 2019. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan
setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK) tahunan.
Tahun 2017 merupakan tahun kedua penjabaran Renstra Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung periode 2015 - 2019.

Pada Tahun 2017, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan
fungsinya di bidang Yustisial, yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai
Pengadilan Tingkat Banding melalui serangkaian kegiatan dari mulai penerimaan
perkara, proses persidangan dan pelaporan perkara.

Pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Tahun 2017 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang
mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus
melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun
2017 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja kepaniteraan
dan kesekretariatan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya
dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Lembaga sebagai

bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
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B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :

1. Perkawinan;

Waris;

Wasiat;

Hibah;

Wakaf;

Zakat;

Infaq;

Shadaqgah; dan

° ®» 2o n kWD

Ekonomi Syari'ah.
Di samping itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung juga bertugas dan
berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan

mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan
administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam
pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana
diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.
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4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim,
Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.

5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan
Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya.

6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penetapan rukyatul-

Alhilal dan sebagainya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur
organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Peraturan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan

Tinggi Agama Bandar Lampung saat ini adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR. LAMPUNG

SRA LML fEYLIeY
LAFIIMEE Y UM K

LLLESEL R L A | EE LR UL PR Bk b R
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Adapun tugas dan fungsinya masing-masing secara garis besar sebagai berikut :

1.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta mengawasi, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan MARI dan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
merencanakan dan melaksanakan serta mengawasi, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan MARI dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara banding dan melakukan

pembinaan serta pengawasan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dipimpin oleh

seorang Panitera yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan

di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat

yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;

3. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,
dan transparansi perkara;

4. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama.
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5. Panitera Muda Banding PTA Bandar Lampung

Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di

bidang perkara banding.

Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

1.

8.
9.

Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara
banding;

Pelaksanaan registrasi perkara banding;

Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;

Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama
beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum PTA Bandar Lampung

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta

pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3. Pelaksanaan Penetapan Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor

Wilayah Kementerian Agama;

4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
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6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas
perkara;

7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara;

8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Kesekretariatan PTA Bandar Lampung
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

Pelaksanaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

A

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

8. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Bandar Lampung
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata
laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan

anggaran;
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2. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan
mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran
Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES
dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;

3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi
organisasi dan tata laksana;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan
statistik; dan

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan
pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai dua sub bagian, yakni:

a. Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran,
pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi,
serta penyusunan laporan.

b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata
laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan,

evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

9. Bagian Umum dan Keuangan PTA Bandar Lampung
Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi,
serta penyusunan laporan.
Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan

prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;

3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

BAB I PENDAHULUAN 7
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4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai dua sub bagian, yakni :

a. Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan wurusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat.

b. Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan wurusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan,
akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan

keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung, didukung sumber daya manusia yang berjumlah 80 orang,

Sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

NO | NAMA JABATAN ESELON JUMLAH | KETERANGAN
1 | Ketua - 1 Pejabat Negara
2 | Wakil Ketua - 1 Pejabat Negara
3 | Hakim Tinggi - 13 Pejabat Negara
4 | Panitera Eselon I1/a 1 Fungsional
5 | Sekretaris Eselon II/b 1 Struktural
6 | Kepala Bagian Eselon I1l/a 2 Struktural
7 | Panitera Muda Eselon IV/a 2 Fungsional
8 | Kepala Sub Bagian Eselon IV/a 4 Struktural
9 | Panitera Pengganti - 9 Fungsional
10 | Staf - 20 -

11 | Tenaga Kontrak - 16 -
Jumlah 70

BAB I PENDAHULUAN 8
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E. SUMBER PENDANAAN

Pada tahun anggaran 2017, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
dibagi kepada DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
sebesar Rp. 15.012.813.000,- Dan DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI) sebesar Rp. 69.750.000,- sebagaimana dalam Tabel
dibawah ini :
PAGU ANGGARAN TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
(dalam rupiah)

PROGRAM JENIS BELANJA PAGU DIPA
2017

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

BELANJA PEGAWAI 13.355.878.000
BELANJA BARANG OPERASIONAL 1.456.006.000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 200.929.000

JUMLAH 15.012.813.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR MAHKAMAH

AGUNG

BELANJA MODAL 639.002.000

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN

PERADILAN AGAMA

BELANJA BARANG 69.750.000
JUMLAH TOTAL 15.721.565.000

BAB I PENDAHULUAN 9
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Kantor Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2015 — 2019 dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin

timbul.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menyusun
Renstra tahun 2015 — 2019 yang telah diselaraskan dengan Renstra Mahkamah
Agung RI periode 2015 — 2019 yang mengalami perubahan yang cukup signifikan
sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Mahkamah Agung RI tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya.

Dalam tahun 2017 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah
agung RI, mempunyai tugas untuk mewujudkan Rencana Strategis yang telah
dirumuskan. Rencana Strategis tersebut dijadikan acuan dalam menyusun
Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2017, dan Penetapan Kinerja Tahunan
(PKT) tahun 2017. Lebih lanjut Renstra Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung untuk tahun 2015 — 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi merupakan satu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi

BAB Il PERENCANAAN DAN PERJAN]JIAN KERJA 10
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Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Visi Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
Visi :
Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung Di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Pernyatan visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Badan Peradilan Agama menunjukkan Pengadilan Tinggi Agama dan
Pengadilan Agama di bawahnya. Kata Badan Peradilan Agama digunakan
untuk membedakannya dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan
Tinggi, Kepolisian, dsb;

b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan,

keluhuran;

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparansi.

Maksud dari peradilan yang “sederhana” adalah pemeriksaan dan
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif sesuai
dengan bunyi Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Kemudian
maksud dari “cepat” adalah bahwa Hakim dalam pemeriksaan harus cerdas dalam
menginventarisir persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut
untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih
dalam melalui alat bukti yang ada dan akhirnya dengan cepat mengambil putusan
untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Sedangkan maksud dari “biaya ringan” adalah agar biaya perkara dapat

dijangkau oleh masyarakat, biaya yang dibutuhkan harus diperhitungkan dengan
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secara logis, terperinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain
diluar kepentingan para pihak dalam berperkara, sebab tingginya biaya perkara
menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan lembaga

peradilan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam

rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu
peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan dalam rangka pelayanan
pada masyarakat sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut
mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatithan yang memadai.
Adapun pendidikan dan pelatihan yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan
pada masyarakat antara lain sebagai berikut :

a) Diklat bagi pegawai teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi
tugas kinerja Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita.
b) Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu manajemen

kepemimpinan.

3. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan dan tertib administrasi
yang efektif dan efisien di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan
hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,
pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan.

Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
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a) Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang
dipublikasikan.

b) Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi
masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu
perkara.

c) Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran lembaga peradilan
kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakan
citra positif peradilan.

d) Mengembangkan teknik survey dalam upaya mencari tahu tingkat
kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.

e) Melakukan analisis dan evaluasi jabatan

f) Menetapkan standar kinerja individu.

g) Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.

h) Menyusun kebijakan tentang reward and punishment.

1) Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus
dilakukan agar sebauah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan
fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang
mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi.
Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi
individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya seiring dengan
terbitnya PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).

Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat
memdukung pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak
terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh

seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi.

Fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh

aparatur pengawasan yang berintegritas tinggi dalam mewujudkan prioritas di
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dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk

penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan

pembinaan yang efektif dan efisien antara lain sebagai berikut :

5.

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan baik

internal (Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung) maupun
pengawasan ke Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama

Bandar Lampung.

b) Mewujudkan penyelenggaraan tugas pokok yang bersih dan bebas KKN

c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Kantor Pengadilan

Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama di wilayahnya

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung

pelaksanaan tugas pokok Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan

Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam

menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah

Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam

menunjang tugas penyelenggaraan peradilan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan performance Pengadilan Agama dengan pemenuhan

standarisasi bangunan gedung Kantor berserta sarana dan prasarananya

sesuai prototype.

. Meningkatan keterbukaan informasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama

Bandar Lampung sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun
2007

. Peningkatan sarana Teknologi Informasi

. Membuka akses Teknologi Informasi dengan program Finger Scan, Touch

Screen, Running Text, dan Hot Spot.
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5. Membuka akses SMS Center dengan Nomor (0721) 7199999 untuk
menampung laporan pengaduan dari internal maupun dari masyarakat luas

dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung adalah sebagai berikut :

—_—

. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

(8]

Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Badan
Peradilan dibawahnya dapat memenubhi butir 1 dan 2 di atas.

Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tenaga teknis yang berkualitas dan professional

Manajemen teknologi informasi dalam pelayanan peradilan

N R

Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan

tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan
kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan
ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan
tujuannya, sasaran strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim.
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Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan Layanan Perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan

sarana dan prasarana

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama (outcome)

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan indikator kinerja

yang menunjukkan peran utama Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan

kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk

mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan

indikator keluaran (output). Indikator kinerja utama Kantor Pengadilan Tinggi

Agama Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan

Akuntabel

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

persentase penurunan sisa perkara

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum :
Kasasi

PK

Index responden Pengadilan Tingkat Pertama
yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Agama
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2. | Peningkatan Efektivitas | a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan ke

Pengelolaan Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Penyelesaian Perkara b. Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi
dan misi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dituangkan dalam
dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja tahun 2017. Penetapan Kinerja
ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat
rumusan indikator kinerja utama (outcome) beserta targetnya. Indikator kinerja
outcome diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan

kegiatan diukur dengan indikator kinerja output.

Program Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2017

sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program
untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Agama adalah :
1. Penyelesaian Perkara Banding
2. Penyelesaian Sisa Perkara Banding

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat

waktu
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4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
6. Bimbingan Teknis atau Pembinaan Penanganan Penyelesaian Perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung yang meliputi :

1. Layanan Perkantoran (Pengelolaan gaji, tunjangan, Uang Makan,

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran).

2. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (Penyelenggaran Non

Operasional Perkantoran).

Dengan Penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat lebih terarah dan
terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan
program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kantor
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Penetapan Kinerja tahun 2016 juga
merupakan komitmen seluruh unsur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
¢. Program Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Program jangka menengah pengadilan tinggi agama bandar lampung meliputi

2 bagian meliputi bidang kepaniteraan dan bidang kesekreatariatan yaitu :

1. Bidang kepaniteraan

a. Peningkatan tata kelola pemungutan dan Penyetoran PNBP
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b. Penyeragaman Panjar Biaya eksekusi
c. Pemantapan prosedur Mediasi sesuai standar Badilag Sewilayah
PTA Bandar Lampung
d. Peningkatan pengetahuan dan implementasi APM diseluruh wilayah PTA
Bandar Lampung
2. Bidang Keseretariatan
Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu bidang kesekreatariatan
b. Penempatan Pegawai yang Sesuai dan Komposisi yang berimbang
c. Peningkatan penelaahan, penyusunan dan pemprosesan Pagu minus
belanja pegawai
d. Peningkatan dan penyempurnaan matriks rencana penarikan DIPA 01 dan

DIPA 04

B. Perjanjian Kinerja 2017

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis
tahun 2016 di atas, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai
pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja (Performance Plan) tahun 2016 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Terwujudnya a. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
proses peradilan
yang pasti,
transparandan ", " persentase perkara yang diselesaikan tepat | 100%
akuntabel. waktu

c. | Persentase penurunan sisa perkara 100%
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d. | Prosentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi dan PK

e | Indek responden Pengadilan Tngkat Pertama 90%

yang puas terhadap layanan Pengadilan

Tinggi Agama
Peningkatan a. | Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke 100%
efektifitas . .

Pengadilan Pengaju tepat waktu
pengelolaan
penyelesaian b. | Persentase berkas yang diregister dan telah | 100%
perkara

didistribusikan ke Majelis
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah
memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari dapat
dicapainya 7 (tujuh) sasaran strategis setelah diukur dengan mengaplikasikan 16

(enam belas) indikator kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja  tidak  dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen

untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga

terlihat apakah sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung tahun 2017 berdsarkan hasil pengukuran dapat disajikan pada tabel

berikut ini ;
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Capaian Kinerja Tahun 2017

Meningkatnya a. Persentase sisa perkara
100% 100% 100%
Penyelesaian Perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang
) ) 100% 96.4% 96,4%
diselesaikan ’
c. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka 100% 96,4% 96,4%
waktu maksimal 5 bulan
Peningkatan a. Persentase Perkara yang 100% 22,22% 77,78%
Akseptabilitas Putusan tidak mengajukan upaya
Hakim hukum Kasasi
b. Persentase Perkara yang
tidak mengajukan upaya 100% 100% 100%
hukum PK (Peninjauan
Kembali)
Peningkatan Efektifitas | a. Persentase berkas yang
Pengelolaan diajukan Kasasi dan PK
) ) ) 100% 25.92% 74,08%
Penyelesaian Perkara yang disampaikan secara ’
lengkap
b. Persentase berkas yang
diregister ~ dan  telah 100% 100% 100%
didistribusikan ke Majelis
Meningkatnya Persentase permohonan
kepatuhan terhadap | eksekusi atas putusan perkara
100% 100% 100%
putusan pengadilan perdata yang berkekuatan
hukum tetap ditindaklanjuti
Meningkatnya Kualitas | a. Persentase pengaduan
Pengawasan masyarakat yang | 100% 100% 100%
ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil 100% 100% 100%
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pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti

Peningkatan ~ Kualitas | a. Persentase pegawai yang

100% 0 100%
SDM lulus diklat teknis yudisial ° 100% o

b. Persentase pegawai yang
lulus diklat teknis non 100% 100% 100%
yudisial

Peningkatan  layanan | a. Persentase anggaran 100% 100% 100%

perkantoran dan pe- layanan perkantoran

nyediaan,  perawatan, | b Persentase anggaran
pemeliharaan layanan dukungan 100% 100% 100%

manajemen Pengadilan

c. Persentase anggaran
sarana dan  prasarana 100% 100% 100%

perkantoran

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran
strategis, khususnya terhadap indikator kinerja utama dominan pada tiap-tiap
sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan

tercapainya sasaran Rencana Strategis tahun 2017.

Analisis tentang 7 (tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kantor
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai alat untuk mewujudkan

tujuan strategis pada akhir masa Rencana Strategis, disajikan sebagai berikut:
1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan

Tinggi Agama Bandar Lampung.

Peningkatan penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi

yang tercantum pada Rencana Strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar
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Lampung tahun 2015 — 2019 yang direalisasikan dengan menggunakan program
peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis meningkatnya
penyelesaian perkara perdata agama diindikasikan oleh tiga indikator kinerja
utama (IKU) yang terkait langsung dengan peningkatan penyelesaian perkara.
Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2017 disajikan pada tabel berikut

ini :

100% 100% 100% 100% 100%

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100% 100% 100% | 96,42% 96,42%
b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan | 100% 100% 100% 100% 100%
dalam jangka waktu maksimal 5
bulan

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam tahun 2017 telah tercapai dengan hasil perkara dapat diselesaikan 100%,
persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim merupakan indikator
peningkatan frekuensi penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung. Untuk penyelesaian tunggakan perkara pada
tahun 2016 sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2017
sebanyak 28 perkara dan telah diputus 27 perkara, sisa 1 perkara.

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan 2 IKU, rata-rata
capaian kinerja Pada tahun 2017 mencapai 96,42%. Bila dibandingkan antara
penyelesaian perkara pada tahun 2016 dengan penyelesaian perkara pada tahun
2017 perkara yang diputus sebanyak 27 perkara. Jumlah perkara yang masuk pada

tahun 2017 sebanyak 28 perkara ternyata mengalami penurunan sebesar 9,68%
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jika dibandingkan pada tahun 2016. Adapun keadaan perkara pada tahun 2016 dan
2017 digambarkan pada tabel berikut ini :
Keadaan Perkara

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2016 - 2017

2016 2016 2016 2016

Cerai Talak

Cerai Gugat

o
[
[

Harta Bersama

Penguasaan Anak

Isbath Nikah

Kewarisan

Hibah

Lain-lain/Derden
Verzet

(]

w

w
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Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diterima
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2016 - 2017

Cerai Talak 7 6
Cerai Gugat 12 15
Harta Bersama 7 3
Penguasaan Anak B B
Isbath Nikah ! )
Kewarisan 2 3
Hibah 1 !
Lain-lain/Derden Verzet 1 )

Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diputus
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2016-2017

Cerai Talak 7 6
Cerai Gugat 12 15
Harta Bersama 7 3
Penguasaan Anak ] ]
Isbath Nikah ! )
Kewarisan 2 3
Hibah 1 1
Lain-lain/Derden Verzet 1 ]
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Keadaan perkara sebagaimana yang digambarkan tersebut di atas setiap
bulannya telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Cq.
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
sehingga dapat diketahui tentang keadaan tingkat penyelesaian perkara yang ada
di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 3 tahun terakhir dari 2015 — 2017,
dengan adanya publikasi data ini diharapkan selain meningkatkan transparansi,
juga bisa menjadi tolak ukur ke depan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung dalam menyelesaikan perkara, sebagai bahan perbandingan dalam

kinerja penyelesaian perkara dapat kita lihat dalam grafik sebagai berikut :

B Jumlah Perkara
15- O Perkara Putus
101 | O Sisa Perkara

Tahun Tahun Tahun
2015 2016 2017

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat hasil analisis kinerja dalam
penyelesaian perkara pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terdapat penurunan,
begitupun volume perkara yang diterima pada tahun 2017 lebih sedikit atau

mengalami penurunan sebesar 9,68 % jika dibandingkan pada tahun 2016.
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2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat
keberhasilan putusan Hakim dalam memuaskan masyarakat pencari keadilan
(pihak berperkara) pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan

jajaran pengadilan agama di wilayahnya.

Persentase =~ Perkara  yang  tidak

mengajukan upaya hukum

a. Kasasi 79% 80% 58% | 66,66% 66,66%

b. Peninjauan Kembali 100% | 100% 100% | 92,59% | 92,59%

Pada Tahun 2017 ada 9 Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi
dari 27 Perkara yang diputus pada tahun 2017, yang dimaksud dengan persentase
yang tidak mengajukan upaya hukum disini adalah persentase tingkat kepuasan
masyarakat pencari keadilan dalam menerima hasil putusan Hakim pada
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Ukuran capaian indikator kinerja
utama persentase yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi + peninjauan
kembali) adalah perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya
hukum dengan jumlah putusan banding. Capaian Kinerja tahun 2017 mencapai
92,59% melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Hal ini
menunjukkan kinerja Hakim cukup baik dan cukup mampu memuaskan rasa

keadilan masyarakat yang berperkara.
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh manatingkat

ketaatan terhadap prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara dalam penyelesaian
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perkara, apakah sudah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure)

penyelesaian perkara atau belum.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama
pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran peradilan
agama di wilayahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan
misi yang tercantum pada Renstra reviu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung tahun 2015 — 2019 yang direalisasikan dengan menggunakan program
peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis Peningkatan
efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama diindikasikan oleh
dua indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan

peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama.

a. Persentase berkas yang diajukan | 100% 100% 100% 100% 100%

Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang 100% 100% 100% 100% 100%

deregister dan telah

didistribusikan ke majelis

Yang dimaksud dengan persentase berkas yang diajukan kasasi dan
peninjauan kembali (PK) secara lengkap disini adalah lengkap meliputi bundel A
+ bundel B dari Pengadilan Agama tingkat pertama yang telah diperiksa
kelengkapannya oleh tingkat banding dalam hal ini adalah Kantor Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama
persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK.
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Sedangkan yang dimaksud dengan persentase berkas yang diregister dan
telah didistribusikan ke Majelis Hakim adalah persentase berkas perkara perdata
agama telah diregister/didaftar ke dalam Buku Induk Register Perkara yang telah
disampaikan ke Majelis Hakim meliputi sisa perkara perdata agama tahun
sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun 2016. Ukuran capaian
indikator kinerja utama persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan
ke Majelis Hakim adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang

didistribusikan ke Majelis Hakim dengan jumlah berkas perkara yang diregister.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat
ketaatan/kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan
pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama di

wilayahnya.

TARGET REALISASI
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

2017

2016 2017 2016 2017

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang 100% | 100% | 100% | 100% 100%
berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti

Dalam hal ini persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti meliputi sisa perkara
perdata agama tahun sebelumnya ditambah perkara perdata agama yang masuk

pada tahun 2017.

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah perbandingan jumlah
permohonan eksekusi perkara perdata agama yang ditindaklanjuti dengan jumlah
permohonan eksekusi perkara perdata. Capaian Kinerja tahun 2017 mencapai

100% sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
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5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk

menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat

berjalansebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

a. Persentase pengaduan masyarakat | 100% 100% 100% 100% 100%
yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil | 100% 100% 100% 100% 100%
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan diindikasikan oleh
dua indikator kinerja utama (IKU) yang terkait langsung dengan Meningkatnya
Kualitas Pengawasan. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2017
secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan dua IKU, rata-rata
capaian sasaran adalah 100%, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan untuk

tahun 2017 yaitu 100%.

6. Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan dalam rangka
pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut
mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk
mendukung keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah adalah adanya
peningkatan pengetahuan dan kwalitas sumber daya manusia dilingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sehingga sasaran ini mempunyai
indikator yaitu Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial serta

persentase Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
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TARGET REALISASI
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2016 2017 2016 2017 2017
. . 100% 100% 100% 100% 100%
a. Persentase pegawai yang lulus diklat
teknis yudisial
1009 1009 1009 1009 1009
b. Persentase pegawai yang lulus diklat 00% 00% 00% 00% 00%
teknis non yudisial

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan dua IKU,

rata-rata capaian sasaran adalah 97,5%.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU di atas,
yaitu pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah
mengikuti beberapa kegiatan sesuai daftar berikut :

DAFTAR PEGAWAI YANG PERNAH MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMTEK

SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG
TAHUN 2017

NO | NAMA DIKLAT TGL TEMPAT | PELAKSANA | NAMA PESERTA | UNIT KERJA

1 2 3 4 5 6 7
30 Hotel ERLIN FAULINA, PTA Bandar
Konsolidasi Januari | Horison, ST Lampung
1 | laporan s.d. 4 Bekasi | BUA MARI
keuangan Pebruari LUKMAN HAKIM, | PTA Bandar
2017 S.H.I Lampung
2 Sosialisasi, 15-16 Hotel Biro SITI AMINAH, PTA Bandar
Monitoring, Maret Grand Kepegawain S.Fil.l, M.H. Lampung
dan Evaluasi 2017 Praba, MA RI
Sistem Bandar RIFKA APRILIA, PTA Bandar
Informasi Lampung S.E., M.M. Lampung
Kepegawaian
(SIKEP) Versi 2 RESTU YUNIARTI, PTA Bandar
Pengadilan S.Kom., S.H. Lampung
Agama WINDA DWI PTA Bandar
sewilayah PTA ASTARI, S.E. Lampung
Bandar INDAR
Lampung WAHYUNINGSIH, PTA Bandar
SE. Lampung
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PTA Bandar

SEPTINA, A.Md.
Lampung

A.FATHURROHM PA Tanjung

AN, S.H., M.H. Karang
RATNA DEWI .
KAYANGAN, Eg\;im””g
A.Md. &
RINA MALASARI, | o
S. Kom.

UMROH, SE PA Metro
MEDI EFENDI, PA Gunung
S.Pd., M.H. Sugih

ZAHRA FATIMAH PA Gunung
MU'MIN, S.Kom. Sugih

TRI JOKO .

SULISTOMO, s.H. | PA Kalianda

MARMIATUN,S. | o\

Ag

MASNONA, SH. | A
Tanggamus

TOMI RISTIAWAN, | PA

A.Md Tanggamus
MUHTARIA, S.H. PA .
Kotabumi
DHARMA ADI PA
PRATAMA Kotabumi
RAVIKA, S.H. PA Tulang
Bawang
YULIYATI PATulang
Bawang
MUKHLIS, S.H.I. PA Krui
HERMAN S, .
S Kom. PA Krui
HARMONIS,
S.pd.l. PA B. Umpu

DESI ISKANDAR PA B. Umpu
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Drs. H. Makmun, PTA Bandar
S.H., M.H. Lampung
Drs. Erwin Romel, | PTA Bandar
Training of M.H. Lampung
Trainer . . PTA Bandar
3 (ToT)/tenaga fpf”l Medan Dirjen SHA J:}Ik:_rl] Karim, Lampung
auditor Sistem 2017 Badilag o e
Manajemen . . PTA Bandar
Mutu (SMM) Drs. Arief Hidayat, Lampung
S.H.
Yosrinaldo Ezgsj:sar
Syarief, S.H., M.H.

profiling E/Irzilkshan, S.H, PA Metro

Assessment

dan Fit and Hotel

Proper Test 24-27 -

L . Red Top | Dirjen

4 Pimpinan April Jakarta Badilag :

Pengadilan 2017 DLsat Drs. H. Asrori, PA Metro
Agama/Mahka S.H., M.H.

mah Syar'iyah

Kelas 1A

Sosialisasi

Peraturan

Pemerintah

Nomor 11

Tahun 2017 Planet

tentang 7.8 Holiday

5 Manajemen April Hotel Regional V SITI AMINAH, PTA Bandar
PNS dan Rapat and BKN S.Fil.l, M.H. Lampung
. . 2017 .
instansi Residenc
vertikal se- e, Batam
wilayah kerja
Kantor
Regional V
BKN

Dr. H. Empud

Mahpudin, S.H., PTA Bandar
Kompetensi MLH. Lampung
Hakim Balitbang .

6 | Ekonomi M211_210717 Diklat g;réigg Drs. Agshaa, M.H. PTA Bandar
Syari'ah Tahun Kumdil Lampung
2017

Drs. Sanusi, M.H. PA .
Kotabumi

7 Profiling 8-11 Mei Hotel Dirjen Drs. Aripin, S.H., PA Gunung

Assessment 2017 Red Top | Badilag M.H. Sugih
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dan Fit and Jakarta Drs. H. Darul PA Gunung
Proper Test Pusat Palah Sugih
Pimpinan
Pengadilan Askonsri, S.Ag., .
PA Kalianda
Agama/Mahka M.H.I.
mah Syar'iyah
Kelas Ib H. Zumrowi, S.Ag. PA
Tanggamus
Zendldllk:'r}: Ahmad Subroto, PA Tanjung
an pe atihan S.E., M.H. Karang
teknis
fungsional o PA
jurusita/jurusi Yudi Afrizal, S.Sos. Tanggamus
ta pengganti 30
Ilngku.ngan Oktober Ball_tbang Balitbang
8 peradilan -04 Diklat diklat kumndil
agama seluruh | Novemb Kumdil
Indonesia er 2017 ;
Dra. Hj. Masturah PA Tanjung
Karang
Drs. Dadang PTA Bandar
Syarif Lampung
Dr.s. H. Ahufj PTA Bandar
. Misbahuddin,
Seleksi Lampung
pendidikan S.H., M.H.
dan pelatihan 22 Drs. H. Nasihin PTA Bandar
sert'lflka5| Oktober Ball'tbang Balitbang Mughni, M.H. Lampung
9 hakim - 08 Diklat diklat kumdil -
ekonomi Novemb Kumdil Drs: ol Ne.:mln
syariah er 2017 Aminuddin, S.H., PA Metro
seluruh M.H.
Indonesia Drs. H. Asrori, PA
S.H., M.H. Tanggamus
Drs. H. Ayep .
Saepul Miftah, E,:r';injung
S.H., MLH. &
Pendldlka'n 02-17 Ball'tbang Balitbang br. H. E“."p”d PTA Bandar
10 | dan pelatihan Mei 2017 Diklat diklat kumdil Mahpudin, S.H., Lamoun
teknis Kumdil M.H. pung
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fungsional
jurusita/jurusi
ta pengganti
lingkungan
PTA Bandar
peradilan Drs. Agshaa, M.H. Lampung
agama seluruh
Indonesia
Gunawan, SHI PA Kalianda
ileklztnim ina 18 Juli- Balitban
P P 25 . & Balitbang
11 | nTk.II Diklat . . PA
K Novemb dil diklat kumdil
angkatan IX er 2017 Kumdi Hamsiri, S.Pd. Blambangan
dan X TA 2017 Umpu
Diklat 05-09 Ball'tbang Balitbang Halomoan PA
12| bendahara TA Juni 2017 Diklat diklat kumdil | Simanjuntak Blambangan
2017 Kumdil J Umpu
Pemutakhiran
data tenaga
teknis
11-13 Hotel
peradilan ote Dirjen SITI AMINAH, PTA Bandar
13 agama seluruh Oktober | Goodway Badila S.Fil.l, M.H Lampun
) & : 2017 Batam & R pung
indonesia
pada aplikasi
ABS
Pelatihan
17-20 | Balitb
asessor a I. ang Dirjen Drs. H. Makmun, PTA Bandar
14 enjaminan septemb Diklat Badila S.H., M.H Lampun
pen) er 2017 Kumdil & R pung
mutu
Pembinaan Drs. Arief Hidayat, | PTA Bandar
Ianjgf'in . S.H. Lampung
serti I. a5|_ 27-31 Balitbang .
akreditasi . Dirjen
15 L Agustus Diklat dil
penjaminan 2017 Kumdil Badilag Yosrinaldo PTA Bandar
mutu Syarief, S.H., M.H. | Lampung
peradilan
agama
Bimbingan
teknis untuk
ToT sist 21-24 Hotel
. o' 8IS ef“ c.) € Dirjen L PTA Bandar
16 | informasi Maret Horison, Badila Rizki Irza Lamoun
penelusuran 2017 Bekasi & pung
perkara (SIPP)
tahap 1
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Workshop
replikasi
pelayanan .
peradilan 9-11 Ball'tbang Sekeretaris Dr§. H. PA Tanjung
17 pada Oktober Diklat MA Ediwarman Karang
. 2017 Kumdil SH.MH
pengadilan
percontohan
tahap Il
SITI AMINAH, PTA Bandar
S.Fil.l, M.H. Lampung
Pelatihan Balitbang
Analisa Beban | 19-21 Juli . Biro Kepeg.
18 . Diklat
Kerja Tahun 2017 Kumdil MARI RIFKA APRILIA, PTA Bandar
2017 S.E., M.M. Lampung

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target rencana
kinerja, salah satu penentu keberhasilannya adalah tersedianya anggaran melalui
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Kantor Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung tahun 2017 yang terdiri dari :

1) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang terdiri dari Belanja Pegawai,
Belanja Barang Operasional dan Non Operasional

2) DIPA (04) Badan Peradilan Agama yang hanya terdiri dari Belanja Barang.

Jumlah pagu anggaran DIPA seluruhnya yang terdiri dari DIPA (01) dan
DIPA (04) adalah sebesar Rp. 15.651.815.000,- (Lima belas miliar enam ratus

lima puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Pagu dan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini :
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REALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM JENIS BELANJA

PAGU DIPA

REALISASI

SISA DIPA

2016

2017

2016

%

2017

%

2016

%

2017

%

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN

DAN PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS

LAINNYA MAHKAMAH
AGUNG

BELANJA PEGAWAI

15.733.223.000

13.355.878.000

15.331.327.811

97,45

13.323.365.816

99,76

401.895.189

2,55

32.512.184

0,24

BELANJA BARANG
OPERASIONAL

1.069.542.000

1.456.006.000

1.033.719.250

96,65

1.455.676.691

99.98

35.822.750

3,35

329.309

0.02

BELANJA BARANG NON
OPERASIONAL

369.709.000

200.929.000

369.680.550

99,99

200.746.009

99,91

28.450

0,01

182.991

0,09

JUMLAH

17.172.474.000

15.012.813.000

16.734.727.611

98,03

14.979.788.516

99,78

437.746.389

1,97

33.024.484

0,22

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
MAHKAMAH

AGUNG

BELANJA MODAL

494.000.000

639.002.000

493.886.000

99,98

636.652.014

99.63

114.000

0,02

2.349.986

0,37

PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN
PERADILAN AGAMA

BELANJA BARANG

69.750.000

69.750.000

69.750.000

100

69.750.000

100

JUMLAH TOTAL

17.736.224.000

15.721.565.000

17.298.363.611

99,33

15.686.190.530

99,77

437.860.389

0,995

35.374.470

0,23
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Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah
Agung dengan pagu sebesar Rp. 15.721.565.000,- dapat terealisasi sebesar
Rp. 15.686.190.530,- atau mencapai realisasi 99,77%. Pada program ini

kegiatannya berupa :

a. Pembayaran gaji, tunjangan pegawai, uang makan, uang lembur pegawai
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
c. Penyelenggaraan non operasional perkantoran yang meliputi Manajemen
Pengawasan, Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, = Rekonsiliasi,
Penyamaan Neraca, Evaluasi Kinerja, Rapat Koordinasi, Koordinator
Wilayah, Pengadaan Pakaian Seragam dan Penyelenggaraan Perpustakaan/
Kearsipan/ Dokumentasi.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan
pagu sebesar Rp.639.002.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.636.652.014 atau
mencapai realisasi 99,63%. Pada program ini kegiatannya berupa:
a. Penyelesaian Administrasi Perkara
b. Bimbingan Teknis / Pembinaan / Penanganan Penyelesaian Perkara yang
meliputi Bimbingan Teknis Hakim, Administrasi Kepaniteraan dan
Kejurusitaan.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan pagu sebesar Rp.
69.750.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 69.750.000 atau mencapai realisasi
100%. Pada program ini kegiatannya berupa:
c. Penyelesaian Administrasi Perkara
d. Bimbingan Teknis / Pembinaan / Penanganan Penyelesaian Perkara yang
meliputi Bimbingan Teknis Hakim, Administrasi Kepaniteraan dan
Kejurusitaan.
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

dapat kita lihat pada grafik berikut ini :
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@2016
B2017
Pagu DIPA Realisasi Sisa
@2016 17,736,224,000 17,298,363,611 437,860,389
m2017 | 15,721,565,000 15,686,190,530 35,374,470
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi
Agama Bandarlampung periode tahun 2017. Pada awal tahun 2017 Pengadilan
Tinggi Agama Bandarlampung telah menetapkan Rencana Kinerja
(Renja)/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.
Penetapan Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan
kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun

harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Kesimpulan

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang merupakan pengadilan
tingkat banding bagi Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung, tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para
pencari keadilan, sehingga akan terwujud peradilan yang profesional, efektif,
murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga
lainnya. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan
menjadi pedoman bagi para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung, dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
merupakan implementasi pertanggung jawaban, karena LKjIP Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung melaporkan capaian kinerja selama tahun 2017. Dengan
menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2017
maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja
sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan
memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Laporan Kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini merupakan upaya penggambaran

secara kongkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017. Namun
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demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan Kinerja ini masih sangat
perlu disempurnakan. Semoga laporan Kinerja ini dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

B. Saran

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama

Bandar Lampung dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1) Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan
termasuk pemantauan tindak lanjut secara berkesinambungan.

2) Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya
sesuai SOP (standar operasional prosedur).

3) Memberikan arahan kepada Pengadilan Agama yang berada di bawahnya
akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.

4) Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan
capaian IKU.

5) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument
control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan
mengukur kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan
jajaran peradilan agama diwilayahnya sesuai dengan core bussines (ciri khas)
dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk
peningkatan penyelesaian perkara.

6) Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai instrument objektif
yang tidak berpihak.

7) Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument
punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari
kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan

kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
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8) Keterbukaan di dalam memberikan data yang akurat untuk penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

9) Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem LKjIP pada Kantor Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di
wilayahnya mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,
Penganggaran, Penetapan Kinerja, LKjIP, dengan cara antara lain sebagai
berikut :

a) Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana
Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain,
memanfaatkan Renstra sebagai acuan.

b) Mempersiapkan system pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang
handal termasuk penetapan kinerja dan outcome, sehingga Kantor
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan
Agama di wilayahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan
kegiatan bagi masyarakat.

10) Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2015 —2019.

11) Capaian Sasaran dalam LKjIP tahun 2017 ini sebagai masukan dalam proses
pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Kantor Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya di

masa mendatang.

12) Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan
sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,
sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat

dan akuntabel.

LKjIP tahun 2017 ini merupakan wujud kesungguhan Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya dalam
menerapkan Good Governance untuk menciptakan Clean Government dan
meningkatkan kualitas pelayanan. LKjIP ini juga merupakan wujud instrospeksi

diri terhadap amanah yang diemban.
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Sebagai penutup, pimpinan beserta segenap Hakim Tinggi dan pegawai
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berharap dengan disusunnya LKjIP
ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrument untuk
melakukan perbaikan yang berkesinambungan. LKjIP ini pula diharapkan dapat
memenuhi kewajiban penerapan akuntabilitas dan dapat digunakan sebagai

sumber informasi dalam pengambilan keputusan.
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Pelatihan calon pelatih (training of

. . - . Kampus
trainers/TOT) Sistem Informasi Penelurusan | 11-15 Januari . . .. . . . PTA Bandar
Perkara (SIPP) case tracking system (CTS) 2016 Bahtbgng Diklat | Dirjen Badilag Osi Yunastari, S.Kom Lampung
: Kumdil
versi 3.1.1
Pemantapan kode etik dan pedoman perilaku | 18 April - 28 Mei | Braja mustika . . Abdurrahman, SHI, .
hakim (KEPPH) 2016 hotel, Bogor Dirjen Badilag MH PA Gunung Sugih
Muadz Junizar, Sag. .
MH PA Kalianda
Hotel Inna Drs. Sodikin. S.H
Bimtek administrasi peradilan agama 26-29 April 2016 | Garuda, Dirjen Badilag Mr; odrkan, 5.5L, PA Tanggamus
Yogyakarta -
Elpina, S.Ag. PA Tanggamus
. . . Kampus . . Berki Rahmat, S.Kom | PA Kotabumi
Diklat prajabatan gol.IIl angkatan XLIX sd 21 Pebruari 2016 Balitbane Diklat Balitbang Diklat
LIV tahun 2016 - 24 Maret 2016 | 0 198 P umdil
Kumdil Ahmad Anwar, ST PA Metro
Gilang Evarini
Sukmawati, A.Md PA Tanggamus
Diklat prajabatan gol.II angkatan LI sd LII 13 Maret 2016- Karpp ueo Balitbang Diklat | Muhammad Arif
. Balitbang Diklat . PA Metro
tahun 2016 21 April 2016 ; Kumdil Amrullah
Kumdil 2 Ad
Erlia Aditia .
Setyaningrum, Amd PA Gunung Sugih
. . . . Kampus . .
I?lklat sekretaris/calon sekretaris pengadilan 8-20 Mei 2016 Balitbang Diklat Bahtbgng Diklat Sudiman, SH PA Tanjung Karang
tingkat pertama angkatan XI tahun 2016 . Kumdil
Kumdil
Diklat keterbukaan informasi publik (KIP) 8-13 Mei 2016 Kampus Balitbang Diklat | Muhammad Igbal, PTA Bandar
angkatan IV tahun 2016 Balitbang Diklat | Kumdil S.Ag., S.H. Lampung




Kumdil

Syukur, S.Ag. PA Tanjung Karang
Ros'amanah, S.Ag.,
MH PA Metro
Agus dianningsih, SH | PA Kotabumi
Denny Efprian, SH PA Kalianda
Rahmiyati, S.Ag. PA Tulang Bawang
Diklat penyusunan akuntabilitas kinerja Kambus
instansi pemerintah Mahkamah Agung RI dan | 8-12 Agustus 1P . Balitbang Diklat | M. Agus Wibowo, SH.
. . Balitbang Diklat . PA Metro
badan peradilan di bawahnya angkatan IV 2016 . Kumdil MH
Kumdil
tahun 2016
Diklat kuasa pengguna anggaran (KPA) 9-14 Oktober Kamp us Balitbang Diklat Rusbani, SH PA Tanggamus
angkatan VII dan VIII tahun anggaran 2016 2016 Balitbang Diklat Kumdil . .
S £8 Kumdil Sudiman, SH PA Tanjung Karang
Abdurrahman Rahim, )
SHL, MH PA Gunung Sugih
Panji Nugraha Rubhiat,
SHI, MH PA Metro
T . . Hj. Khairunnisa, SHI, )
Pendidikan dan pelatihan hakim 15-20 Pebruari Kampus = Balitbang Diklat | MA PA Kalianda
berkelanjutan lingkungan peradilan agama 2016 Balitbang Diklat Kumdil _
seluruh Indonesia Kumdil . Ahmad Satiri, Sag.,
MH
PA Tanggamus

Arifin, SHI

Drs. H. Ali Sofwan

PA B.Umpu




Pendidikan dan pelatihan teknis

. . . Kampus . .
fungsmngl/pendalgman materi ketgrbukaan 15-20 Pebruari Balitbang Diklat Bahtbgng Diklat Drs.. H. Musthofa PA Kotabumi
informasi publik lingkungan peradilan agama | 2016 . Kumdil Amin
. Kumdil
seluruh Indonesia
Muhammad Djulizar, .
S.H., MLH. PA Tanjung Karang
R r : : : Jhony Firmansyabh,
Pendldlkan dan pelatlhan panitera pengganti 21 Maret 2016 Karppus . Balitbang Diklat | 1 PA Metro
baru lingkungan peradilan agama seluruh . Balitbang Diklat . ALl
: s.d 01 April 2016 ] Kumdil .
Indonesia Kumdil Fajri Nur, S.H. PA Tanggamus
Yudi Susanto, S.H. PA Tanggamus
21 September .
Orientasi pemberkasan perkara kasasi dan PK | 2016 s.d 23 Hotel Horlson Dirjen Badilag Muhammad Igbal, PTA Bandar
Bekasi S.Ag., S.H. Lampung
September 2016
Diklat Penyusunan akuntabilitas kinerja 19 September Kampus
instansi pemprmtah Mahkamah Agung RI dan 2016 s.d 23 Balitbang Diklat Bahtbgng Diklat | Anis Khoirunnisa, PA Tanjung Karang
badan peradilan di bawahnya angkatan V . Kumdil S.Ag.
September 2016 | Kumdil
tahun 2016
24 Juli 2016 s.d. | Kampus . . .
Diklat PIM III 22 November | Balitbang Diklat Bahtbgng Diklat | M. Agus Wibowo, SH. PA Metro
. Kumdil MH
2016 Kumdil
- . Kampus . . . o
Pendidikan dan pelatihan kuasa pengguna 10 Oktober s.d 14 Balitbane Diklat Balitbang Diklat | Ujang Solihin, S.Ag., | PTA Bandar
anggaran (KPA) Angkatan VIII Oktober 2016 & Kumdil M.H. Lampung

Kumdil




Kampus

Efri Indrawan, A.Md.

PTA Bandar

Diklat pengadaan barang dan jasa Tahun 03 Oktober s.d 07 . . Balitbang Diklat Lampung
Anggaran 2016 Oktober 2016 | Dalitbang Diklat gy PTA Band
S8 Kumdil M. Ali andar
Lampung
06 September s.d. | Kampus . . . .
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun 2016 16 Desember Balitbang Diklat Bahtbgng Diklat | Drs. Arief Hidayat, PTA Bandar
. Kumdil S.H. Lampung
2016 Kumdil
K Drs. Chotman Jauhari, | PTA Bandar
ampus M.H. L
Pelatihan SIWAS 19 Oktober s.d. Balitbang Diklat | Dirjen Badilag ampEne
21 Oktober 2016 . PTA Bandar
Kumdil Maryam, S.H.
Lampung
Drs. H. Makmun, S.H., | PTA Bandar
M.H. Lampung
Drs. H. Noor Achyad, | PTA Bandar
HW. SH. MH Lampung
Drs. H. Abdan .
Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah 7s.d. 21 Balitbang Diklat | Dijen Badil Kiubban, SH. M| " OUne B0
iklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syaria November 2016 alitbang Diklat irjen Badilag Drs. Sodikin, S.H.
Kumdil PA Tanggamus
M.H.
Ahmad Kholil R, .
S.Ag, M.H. PA Kalianda
Irkham Soderi, SHI,
MHI PA Tulang Bawang
Diklat pimpinan/calon pimpinan pengadilan 14 November s.d. EZE:E;E Diklat Balitbang Diklat | Drs. Sodikin, S.H., PA Taneeamus
tingkat pertama Angkatan XI Tahun 2016 7 Desember 2016 Kumdil & Kumdil M.H. ggamu
. . . . . Dr. H. Empud PTA Bandar
Imglungan peractian agama sehuran | 27 November s | g ot Badilag | Mahpudin, SHLMH. | Lampung
grungan p g 3 desember 2016 & L g Drs. H. Nasihin PTA Bandar
Indonesia Kumdil )
Mughni, M.H. Lampung




Dra. Mulathifah, M.H. | PA Tanjung Karang
Ikin, S.Ag. PA Gunung Sugih
. . . . Kampus . .
Diklat teknis fungsional hakim dalam perkara 20 s.d. 26 Balitbane Diklat Balitbang Diklat | Dra. Mufidatul PA Taniune Karan
HAM (akses penyandang disabilitas) November 2016 & Kumdil Hasanah, S.H. Jung &

Kumdil




DAFTAR PEGAWAI YANG PERNAH MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMTEK

SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

TAHUN 2016
NO NAMA DIKLAT TANGGAL TEMPAT PELAKSANA NAMA PESERTA UNIT KERJA
1 2 3 4 5 6 7
Pelatihan calon pelatih (training of trainers/TOT) .
. i . Kampus Balitbang - . . :
1 [Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) case 11-15 Januari 2016 Diklat Kumdil Dirjen Badilag Osi Yunastari, S.Kom PTA Bandar Lampung
tracking system (CTS) versi 3.1.1
Pemantapan kode etik dan pedoman perilaku hakim . . Braja mustika hotel, . . .
2 18 April - 28 Mei 2016 Dirjen Badilag Abdurrahman, SHI, MH PA Gunung Sugih
(KEPPH) Bogor
Muadz Junizar, Sag. MH PA Kalianda
Hotel | Garuda, L. .
3 |Bimtek administrasi peradilan agama 26-29 April 2016 otelInna baruda Dirjen Badilag Drs. Sodikin, S.H., M.H. PA Tanggamus
Yogyakarta
Elpina, S.Ag. PA Tanggamus
. . . . . . Berki Rahmat, S.Kom PA Kotabumi
4 Diklat prajabatan gol.lll angkatan XLIX sd LIV tahun 21 Pebruari 2016 - 24 [Kampus Balitbang Balitbang Diklat
2016 Maret 2016 Diklat Kumdil Kumdil
Ahmad Anwar, ST PA Metro
Gilang Evarini Sukmawati, A.Md  |PA Tanggamus
. . 13 Maret 2016-21 Kampus Balitbang Balitbang Diklat .
5 |Diklat bat Il katan LI sd LIl tahun 2016 Muhammad Arif Amrullah PA Metro
xiat prajabatan gol.[l angkatan L1 sd Ll tahun April 2016 Diklat Kumdil Kumdil
Erlia Aditia Setyaningrum, Amd PA Gunung Sugih
6 Diklat sekretaris/calon sekretaris pengadilan tingkat 8-20 Mei 2016 K?mpus Balijcbang Balitbf’ang Diklat Sudiman, SH PA Tanjung Karang
pertama angkatan Xl tahun 2016 Diklat Kumdil Kumdil
Muhammad Igbal, S.Ag., S.H. PTA Bandar Lampung
Syukur, S.Ag. PA Tanjung Karang
. Diklat keterbukaan informasi publik (KIP) angkatan IV 8.13 Mei 2016 Kampus Balitbang Balitbang Diklat Ros'amanah, S.Ag., MH PA Metro
tahun 2016 Diklat Kumdil Kumdil Agus dianningsih, SH PA Kotabumi




NO NAMA DIKLAT TANGGAL TEMPAT PELAKSANA NAMA PESERTA UNIT KERJA
1 2 3 4 5 6 7
Denny Efprian, SH PA Kalianda
Rahmiyati, S.Ag. PA Tulang Bawang
Diklat penyusunan akuntabilitas kinerja instansi . . .
. . Kampus Balitbang Balitbang Diklat .
8 |pemerintah Mahkamah Agung Rl dan badan peradilan |8-12 Agustus 2016 . . . M. Agus Wibowo, SH. MH PA Metro
) Diklat Kumdil Kumdil
di bawahnya angkatan IV tahun 2016
5 Diklat kuasa pengguna anggaran (KPA) angkatan VII 9.14 Oktober 2016 |<@mPus Balitbang Balitbang Diklat Rusbani, SH PA Tanggamus
dan VIl tahun anggaran 2016 Diklat Kumdil Kumdil Sudiman, SH PA Tanjung Karang
Abdurrahman Rahim, SHI., MH PA Gunung Sugih
Panji Nugraha Ruhiat, SHI, MH PA Metro
Pendidikan dan pelatihan hakim berkelanjutan ) Kampus Balitbang Balitbang Diklat Hj. Khairunnisa, SHI, MA PA Kalianda
10 lingk dil luruh Ind . 15-20 Pebruari 2016 Diklat Kumdil Kumdil
ingkungan peradilan agama seluruh Indonesia iklat Kumdi umdi Ahmad Satiri, Sag., MH
PA Tanggamus
Arifin, SHI
Drs. H. Ali Sofwan PA B.Umpu
Pendidikan dan pelatihan teknis
Kampus Balitban Balitbang Diklat
11 |fungsional/pendalaman materi keterbukaan informasi [15-20 Pebruari 2016 . P . g . g Drs. H. Musthofa Amin PA Kotabumi
o . . Diklat Kumdil Kumdil
publik lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia
Muhammad Djulizar, S.H., M.H. PA Tanjung Karang
1 Pendidikan dan pelatihan panitera pengganti baru 21 Maret 2016 s.d 01 |Kampus Balitbang Balitbang Diklat Jhony Firmansyah, S.H. PA Metro
lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia April 2016 Diklat Kumdil Kumdil Fajri Nur, S.H. PA Tanggamus
Yudi Susanto, S.H. PA Tanggamus
21 September 2016
13 |Orientasi pemberkasan perkara kasasi dan PK s.d 23 September Hotel Horison Bekasi [Dirjen Badilag Muhammad Igbal, S.Ag., S.H. PTA Bandar Lampung

2016




NO NAMA DIKLAT TANGGAL TEMPAT PELAKSANA NAMA PESERTA UNIT KERJA
1 2 3 4 5 6 7
Diklat Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi 19 September 2016 . . .
. . Kampus Balitbang Balitbang Diklat . . . .
14 [pemerintah Mahkamah Agung RI dan badan peradilan [s.d 23 September Diklat Kumdil Kumdil Anis Khoirunnisa, S.Ag. PA Tanjung Karang
di bawahnya angkatan V tahun 2016 2016
. 24 Juli 2016 s.d. 22 |Kampus Balitbang Balitbang Diklat .
15 [Diklat PIM Ill . . . M. Agus Wibowo, SH. MH PA Metro
November 2016  |Diklat Kumdil Kumdil
16 Pendidikan dan pelatihan kuasa pengguna anggaran 10 Oktober s.d 14 K?mpus Balijcbang Balitbf’ang Diklat Ujang Solihin, 5.Ag., M.H. PTA Bandar Lampung
(KPA) Angkatan VIII Oktober 2016 Diklat Kumdil Kumdil
Efri Ind , A.Md. PTA Bandar L
17 Diklat pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 03 Oktober s.d 07 Kampus Balitbang [Balitbang Diklat riindrawan andar Lampung
2016 Oktober 2016 Diklat Kumdil Kumdil .
M. Ali PTA Bandar Lampung
. . . 06 September s.d. 16 [Kampus Balitbang Balitbang Diklat . .
18 |Diklat K Tingkat Il Tahun 2016 Drs. Arief Hidayat, S.H. PTA Bandar L
iklat Kepemimpinan Tingka ahun Desember 2016 Diklat Kumdil Kumdil rs. Arief Hidaya andar Lampung
16 |oetatian Siwa 19 Oktober s.d. 21 Kampus Balitbang e Drs. Chotman Jauhari, M.H. PTA Bandar Lampung
Oktober 2016 Diklat Kumdil ! &
Maryam, S.H. PTA Bandar Lampung
Drs. H. Makmun, S.H., M.H. PTA Bandar Lampung
Drs. H. Noor Achyad, HW. SH. MH [PTA Bandar Lampung
. - . . _ 7 s.d. 21 November Kampus Balitbang 3 . Drs. H. Abdan Khubban, S,H., M.H [PA Gunung Sugih
20 |Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah 2016 Diklat Kumdil Dirjen Badilag
Drs. Sodikin, S.H., M.H. PA Tanggamus
Ahmad Kholil R, S.Ag, M.H. PA Kalianda

Irkham Soderi, SHI, MHI.

PA Tulang Bawang




NO NAMA DIKLAT TANGGAL TEMPAT PELAKSANA NAMA PESERTA UNIT KERJA
1 2 3 4 5 6 7
21 Diklat pimpinan/calon pimpinan pengadilan tingkat 14 November s.d. 7 K?mpus Balijcbang Balitbf’ang Diklat Drs. Sodikin, S.H., M.H. PA Tanggamus
pertama Angkatan XI Tahun 2016 Desember 2016 Diklat Kumdil Kumdil
Dr. H. Empud Mahpudin, S.H. M.H. [PTA Bandar Lampung
Drs. H. Nasihin Mughni, M.H. PTA Bandar L
Diklat teknis fungsional hakim akad syariah lingkungan | 27 November s.d. 3 Kampus Balitbang . . r asinin Mughni, ancartampung
22 eradilan agama seluruh Indonesia desember 2016 Diklat Kumdil Dirjen Badilag
P & Dra. Mulathifah, M.H. PA Tanjung Karang
Ikin, S.Ag. PA Gunung Sugih
Diklat teknis fungsional hakim dalam perkara HAM 20 s.d. 26 November [Kampus Balitbang Balitbang Diklat . .
23 Dra. Mufidatul Hasanah, S.H. PA Tanjung Karang

(akses penyandang disabilitas)

2016

Diklat Kumdil

Kumdil
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